PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007
TENTANG
PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa perkembangan perbankan syaaly semakin pesat
memerlukan pengelolaan likuiditas dan pasar uarigriaank
berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid désien;

b. bahwa instrumen goasiang antarbank berdasarkan prinsip
syariah yang ada saat ini yang menggunakan akadharaiobh
belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelola
likuiditas perbankan syariah;

c. bahwa dalam rangi@menuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas
perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk
menggunakan instrumen pasar uang antar bank bekdasa
prinsip syariah selain akad mudharababh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dithaalam

huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempamterhadap

ketentuan..



ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank BerdasdpPkiausip

Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992taten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nagio
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma@R)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Na&tor
Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaegansd
Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nos6o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor@dB8)3
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@&mor
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-UndangoNa
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia i &004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASARJANG
ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I ...



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae:
1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimanakdindadalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehbagai telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yangkseiakan kegiatan
usaha secara konvensional.
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimataiagn Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimdah tkubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksandamiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UU%aada
a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yamgfingsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang syariah dan atau unitiglyaatau

b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensioyaig berkedudukan di luar
negeri yang berfungsi sebagai kantor induk daritdtaicabang pembantu
syariah dan atau unit syariah.

4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syarialy yselanjutnya disebut
PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangkaegeantarbank berdasarkan
prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valutagsi

5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasgwkasip syariah yang
diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digamakebagai sarana transaksi
di PUAS.

6. Prinsip...



6. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasalk&kum Islam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang N@nm@ahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undastepg/Nomor 10 Tahun

1998.

BAB I
PESERTA PUAS
Pasal 2

(1) Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, Ud&) Bank Konvensional.

(2) Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud agafa(1) dapat melakukan
penempatan dana dan atau penerimaan dana deng@gunakan instrumen
PUAS yang ditetapkan olddank Indonesia.

(3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pgata(d) hanya dapat melakukan
penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang pmkesta oleh Bank

Indonesia.

BAB I
INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS
Pasal 3
Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh PeserfaSPabalah instrumen yang

telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai InstruRIgAS.

Pasal 4...



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 4
Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Ing&rnuPUAS selain yang
telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahuligagukan permohonan kepada
Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan pernashgoenerbitan
Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayabdf)s telah memperoleh
fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS terse&mgfach prinsip syariah dari
Dewan Syariah Nasional.
Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUARagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur InstrumeA3 térsebut dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.
Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud padglgydan Bank Syariah
atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan InstruReAS sejak Bank
Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesimgaimana dimaksud
pada ayat (3).
Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksuth ayat (4) dapat
menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur daumat Edaran Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) taepln mengajukan
permohonan terlebih dahulu.
Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuambgianelnstrumen PUAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebjutldalam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 5
Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebeluenldkunya Peraturan Bank

Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Bd&@ank Indonesia tersendiri.

(2) Bank...



(2) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkatrumeen PUAS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosselbagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

Pasal 6
(1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yaamgatl diperdagangkan

sebelum jatuh waktu.
(2) Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUA$a&etaEna dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal7
Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS keaalak Indonesia sesuai

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 8
Bank Syariah atau UUS yang melanggar ketentuamdBlasal 4 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Unddmmor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndasteayiNomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9...



Pasal 9
Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimameksidid dalam Pasal 7
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kete®aak Indonesia yang mengatur

mengenai pelaporan PUAS.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
Instrumen PUAS yang saat ini telah diterbitkan keheberlakunya Peraturan Bank
Indonesia ini yaitu Sertifikat Investasi Mudharabahtarbank (IMA) tetap berlaku
sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu padafer&ank Indonesia Nomor:
2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Plsarg Antarbank Berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengaatuPan Bank Indonesia Nomor:
7/26/PBI/2005.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Reraturan Bank Indonesia
Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tegtdtasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah Wiwsngan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakdak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejakgal ditetapkan.

Ditetapkan...



Ditetapkan dkarta
Radnggal 30 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR53
DPM



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/5/PBI/2007

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

. UMUM

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesatasd ini telah
meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada indestbankan syariah. Hal ini
mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas olelbg@nkan syariah sehingga
diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbadikdsekan prinsip syariah yang
lebih likuid dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisigmsnyelenggaraan pasar uang
antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) digarli pengembangan instrumen
PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan demistnumen PUAS yang
digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankanigly menjadi lebih beragam.
Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahestiumen PUAS yang sesuai
dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktifakpe pasar dalam
mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangkagembangan

instrumen PUAS dimaksud Bank Indonesia perlu memgalan menetapkan

instrumen...



1C

instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungagyaddmal tersebut dipandang
perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pddang Antarbank

Berdasarkan Prinsip Syariah yang ada saat ini.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimakdadhdayat ini
dikeluarkan setiap kali Bank Indonesia menyetupfrinpohonan Bank
Syariah atau UUS untuk menerbitkan Instrumen PUM&teri yang

diatur dalam Surat Edaran ini meliputi antara lkarakteristik dan

persyaratan..



11

persyaratan, mekanisme transaksi, penyelesaiansaltsin dan
pelaporan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Surat Edaran Bank Indonesia dalam ayat ini adalmat¥&daran yang

mengatur mengenai tata cara pelaksanaan PUAS.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10..
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4715
DPM



